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tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 193); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1763); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota. 

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor : 463/PR.04.1-SD/06/KPU/V/2021 perihal 

Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan “Desa Peduli 

Pemilu/Pemilihan” tanggal 21 Mei 2021; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 25/PP.06-

BA/61/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa 

Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Provinsi 

Kalimantan Barat tanggal 16 Juni 2021; 

3. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Rasau Jaya Tiga 

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya tentang 

Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya 

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor : 1/HM.03.1-SPj/Prov/VII/2021 dan Nomor : 

005/1004/Um tanggal 28 Juli 2021; 

4. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Wajok Hulu 

Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tentang 

Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten 
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